Salinan
NO:1/LD/2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2013
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG

NOMOR : 1 TAHUN 2013 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU BUPATI INDRAMAYU,

NOMOR: 1 TAHUN 2013 Menimbang : a.bahwa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan

TENTANG Retribusi Daerah, pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN Perdesaan dan  Perkotaan
DAN PERKOTAAN merupakan kewenangan
daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan
pemungutan PBB
sebagaimana dimaksud pada

BAGIAN HUKUM

huruf a tersebut diatas harus
ditetapkan dalam Peraturan
Daerah;

SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2013



Mengingat
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c. bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan
huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;

.Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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3. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang

Perubahan  Keempat  Atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata
Cara  Perpajakan  Menjadi

Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
62,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);
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5. Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

.Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4189);

7.

10.

5
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4286);

.Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor



11.

12.
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125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir = dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor
5038);

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);



16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor
135 Tahun 2000 tentang Tata
cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor
136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan
Yang Dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang
Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor
137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata  Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi
Nama Baik Penanggung Pajak,
dan Pemberian Ganti Rugi
Dalam Rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor
249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



